SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 234 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN NOMOR 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019
TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur
organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1922 Tahun 2023 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi
di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2023,
maka perlu dilakukan perubahan struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pacitan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang
Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pacitan Nomor 111/HK.04.2-
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Kpt/KPU.Kab/X/2019 tentang Struktur Kepengurusan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemillhan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 588);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 275);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
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2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
870);

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1922 Tahun 2023 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan
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Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA  ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN NOMOR 111/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/X/2019
TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
KESATU : Menetapkan Perubahan Kelima atas Struktur
Kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:
- pada halaman Lampiran, nomor urut 3, kolom jabatan

Atasan diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai

berikut:
NO JABATAN URAIAN PERSONAL
3. | Atasan Sekretaris KPU | Suharto (Totok)
Kabupaten Pacitan
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 14 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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